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ABSTRAK 

NURUL HULWANITA SHARFINA (B111 16 515), Analisis 
Terhadap Video Prank Yang Diunggah Di Media Sosial Youtube 
Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 
Cipta di bawah bimbingan Hasbir Paserangi selaku Pembimbing I dan Fitri 
Pratiwi Rasyid selaku Pembimbing II.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelanggaran hak cipta yang 
terjadi pada video prank yang diunggah di media sosial Youtube dari segi 
kacamata hukum di Indonesia. Selain itu, tujuan berikutnya adalah 
mengetahui bagaimana kriteria video prank yang dapat dikatakan 
melanggar hak cipta yang dikategorikan sebagai karya sinematografi.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 
empiris. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan pendekatan 
perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan fakta (fact 
approach). Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang 
didapatkan langsung di lapangan dan data sekunder dengan melakukan 
penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil 
sampel data pada beberapa kasus video prank yang viral di dunia maya 
kemudian melengkapinya dengan data terbaru dari Sub Kekayaan 
Intelektual (KI) Kemenkumham Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. 
Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mengolah data yang 
diperoleh dengan menyajikannya dalam bentuk kualitatif kemudian 
dijelaskan secara deskriptif dan sistematis. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa video dengan konten prank 
di Youtube telah merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses 
pembuatan video prank tersebut. Pihak yang paling dirugikan adalah 
target prank, baik secara moral dan ekonomi yang diperburuk dengan 
regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan hukum secara 
optimal. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
Tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang 
Perfilman. Selain itu, masih banyak ditemukan Youtuber yang tidak 
memenuhi hak terkait, seperti hak moral pihak dalam konten video 
sedangkan pemenuhan hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang 
Hak Cipta. Oleh karena itu, pertanggungjawaban para pihak terkait, yaitu 
Youtube, Youtuber, dan Pemerintah yang diwakili oleh Ditjen KI 
Kemenkumham RI, dan Sub KI di Kanwil Kemenkumham pada tingkat 
provinsi sangat perlu dilakukan sinergitas dalam mencegah terjadinya 
pelanggaran hak cipta.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi informasi yang terjadi dalam masyarakat 

saat ini tidak dapat dihindari lagi. Teknologi informasi menjadi salah 

satu kebutuhan yang penting bagi manusia. Banyak perubahan yang 

terjadi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang pada awalnya 

bersifat analog menjadi bersifat serba digital. Hal tersebut dapat dilihat 

pada era modern saat ini, dimana teknologi informasi menjadi suatu 

tren perkembangan teknologi.1 Teknologi informasi sebagai suatu 

bidang ilmu yang berkembang saat ini dan memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Teknologi 

dapat digunakan untuk sarana diskusi, simulasi, dan untuk kegiatan 

pembelajaran.  

 Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

semakin pesat, kini komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

media elektronik, yang dapat menghubungkan kita dengan orang lain 

yang berada di luar daerah yang tidak terjangkau karena jarak yang 

sangat jauh.2 

                                                             
 

1
 Suherman, Ade Maman, 2002, Aspek Hukum Dalam Teknologi, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, hlm. 28. 
 

2
 Febi Trafena Talika, 2016, “Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi 

Remaja Di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan”, Jurnal 
Media Informasi dan Komunikasi, fakultas Ilmu Komunikasi Sam Ratulangi, Vol. V. 
Nomor 1, hlm. 15-30. 
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Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi digital, sekarang 

hampir semua kebutuhan dapat dipenuhi secara daring. Adanya 

jaringan internet juga lebih memudahkan arus informasi, memudahkan 

akses tiap orang untuk mengetahui yang sebelumnya tidak diketahui. 

Setiap orang di seluruh dunia dapat saling terhubung satu sama lain 

melalui fasilitas ini tanpa perlu berpindah tempat. Semua orang dapat 

lebih mudah untuk saling berkomunikasi, mengirim atau memberi 

informasi, bahkan menyalurkan aspirasi atau kreativitasnya masing-

masing.3 Teknologi memiliki sangat banyak fungsi yang membuat 

masyarakat jauh lebih mudah dalam melakukan berbagai aktivitas 

seperti besarnya peluang mendapatkan pekerjaan secara daring dan 

memperoleh pendapatan ekonomi yang lebih mudah. 

Hadirnya teknologi di era Revolusi Industri 4.0. sekarang ini, 

masyarakat juga dapat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan 

hiburan, contohnya menonton film. Kecanggihan teknologi memberi 

kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses hiburan dengan 

menonton film di rumah melalui televisi atau smartphone. Hal ini dapat 

dilihat dari berbagai channel televisi kini telah memiliki hak siaran untuk 

dapat menyajikan film berkualitas. Menonton film juga dapat dilakukan 

secara daring melalui internet menggunakan aplikasi yang 

menyediakan layanan streaming film menggunakan internet seperti 

Netflix, iflix, HOOQ, Genflix, Amazon Prime Video, Catchplay, Viu, dan 

                                                             
 3 Reyfel A. Rantung, 2014, “Hak Cipta Dalam Jaringan Internet Ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Ilmu Hukum Sam 
Ratulangi, Vol.II, Nomor 1, Januari-Maret. 
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Youtube. Masyarakat tidak perlu lagi ke bioskop untuk menikmati film 

karena hiburan tersebut kini dapat diakses kapan saja dan dimana saja, 

asalkan memiliki perangkat yang memadai dan terkoneksi dengan 

internet. Namun, internet dalam memberikan kontribusi bagi 

peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga 

memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang dapat 

ditimbulkan adalah pelanggaran terhadap hak cipta, seperti 

menggunakan ciptaan tanpa izin pemegang hak cipta, penjiplakan atau 

plagiarisme dan pengubahan suatu ciptaan baik sebagian maupun 

seluruhnya. 

 Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual 

yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena 

mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di 

dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak 

khusus bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang 

pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-

pembatasan tertentu.4 Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak 

moral dan hak ekonomi, apabila salah satu atau kedua hak ini dilanggar 

oleh pihak lain maka pencipta dapat menuntut haknya melalui jalur 

litigasi maupun non litigasi. 

                                                             
 

4
 Munir Fuady, 2011, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 

208. 



4 
 

 Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) diatur bahwa hak cipta 

adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.5 Dengan adanya prinsip deklaratif pada hak cipta, membuat 

masih banyak masyarakat tidak menyadari bahwa suatu karya yang 

dihasilkan dapat dilindungi keberadaannya sehingga tidak dapat 

disalahgunakan oleh pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku walaupun karya tersebut tidak didaftarkan. 

 Berdasarkan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, diatur bahwa setiap orang memiliki 

hak untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya. 

Hak cipta memberikan perlindungan agar supaya pencipta dapat 

sepenuhnya mengambil manfaat dari hasil ciptaannya. Pada UU Hak 

Cipta secara eksplisit dilindungi setiap karya ciptaan sehingga setiap 

pencipta dapat menikmati manfaat haknya terhadap ciptaan yang 

dibuat. Selain itu, pelanggaran terhadap hak cipta akan diberikan 

sanksi bagi pelaku, sehingga secara tidak langsung memberikan 

motivasi untuk setiap orang berkarya dengan lebih baik karena adanya 

jaminan hukum. Undang-undang ini juga secara umum mengatur 

tentang lingkup hak cipta, masa berlaku, pendaftaran ciptaan, lisensi, 

                                                             
 

5
 Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 
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dewan hak cipta, hak terkait, pengelolaan hak cipta, biaya, 

penyelesaian sengketa, penetapan sementara pengadilan penyidikan 

ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.6 

 Upaya perlindungan bagi pencipta karya juga dilakukan dengan 

memberikan batasan sosial untuk tidak mempergunakan, 

menggandakan, mendistribusikan, mentransmisikan, atau 

mempublikasikan serta kegiatan lain yang sejenis terhadap suatu karya 

cipta tanpa persetujuan pencipta maupun pemegang hak cipta atau 

sebelum masa perlindungannya habis. Pencipta juga berhak mendapat 

ganti rugi atas kegiatan pelanggaran Hak Cipta tersebut.7 

 Lahirnya UU Hak Cipta bertujuan melindungi berbagai hasil karya 

ciptaan manusia, salah satunya adalah karya sinematografi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta: 

 Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: 8 
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya;  
b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;  
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim;  
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  
g. karya seni terapan;  
h. karya arsitektur;  
i. peta;  

                                                             
 6 Reyfel A. Rantung, Op.cit. 
 

7
 Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak kekayaan Intelektual, Malang: Setara 

Press, hlm. 82 
 

8
 Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 
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j. karya seni batik atau seni motif lain;  
k. karya fotografi;  
l. Potret;  
m. karya sinematografi;  
n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional;  
p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer maupun media lainnya;  
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli;  
r. permainan video; dan  
s. Program Komputer. 
 

 Dalam UU Hak Cipta menjelaskan definisi dari sinematografi yang 

merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) 

antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang 

dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat 

dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik 

dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di 

bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi 

merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual seperti film.9 

 Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan 

media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah 

sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertujukkan.
10

 Film 

dikenal sebagai media penyimpan dari karya sinematografi tersebut. 

Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera, 

dan/atau oleh animasi. 

                                                             
 

9
 Ibid. 

 
10

 Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman 



7 
 

 Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2009 Tentang Perfilman,11 perfilman didefinisikan sebagai berbagai hal 

yang berhubungan dengan film. Film memiliki definisi sebagai karya 

seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi 

massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau 

tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.  

 Berdasarkan definisi tersebut, perfilman saat ini yang sangat dekat 

dengan masyarakat dan sebuah video yang diunggah melalui media 

sosial Youtube. Media sosial Youtube yang sekarang ini banyak 

digemari oleh masyarakat karena menyediakan kebebasan untuk 

mengunggah video ataupun gambar bergerak dengan konten yang 

bervariasi. Berdasarkan unsur yang dijelaskan mengenai film, dapat 

dikatakan bahwa video yang diunggah di media sosial Youtube 

merupakan sebuah karya sinematografi. Oleh karena itu, seluruh 

bentuk karya seni yang merupakan pranata sosial dan media 

komunikasi massa dengan suara ataupun tanpa suara dan dapat 

dipertunjukkan adalah termasuk objek yang dilindungi oleh UU Hak 

Cipta. 

 Youtube merupakan situs video yang menyediakan berbagai 

informasi berupa “gambar bergerak”. Aplikasi ini disediakan bagi 

mereka yang ingin melakukan pencarian informasi video dan 

menontonnya secara langsung. Semua orang dapat berpartisipasi 

                                                             
 11 Ibid. 
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mengunggah video ke media sosial Youtube dan membagikannya ke 

seluruh dunia dalam jumlah yang tak terbatas. Youtube hadir sebagai 

tempat bagi pengguna untuk mengunggah dan membagikan 

pengalaman perekaman kepada orang lain.12  

 Kebebasan yang diberikan untuk mengunggah video ke Youtube 

membuat setiap orang memiliki keinginan yang berbeda-beda baik 

untuk mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomi ataupun hanya 

untuk hiburan semata. Individu atau tiap orang yang memiliki akun 

Youtube dan rajin mengunggah video dengan berbagai konten ke akun 

pribadinya, akrab disebut dengan Youtuber.13 Dewasa ini, konten video 

yang sering digunakan oleh Youtuber, salah satunya adalah membuat 

video prank atau kelakar yang bertujuan untuk menjahili orang lain.14 

 Video-video prank yang banyak dibuat oleh Youtuber dan sering 

kali merugikan orang yang terlibat didalam video-video yang biasa 

diunggah di media sosial Youtube. Salah satu video prank yang 

merugikan adalah video ojek online yang diminta membeli pesanan 

makanan hingga jutaan rupiah, namun pemesan tiba-tiba membatalkan 

pesanannya secara sepihak. Kejadian ini dimasukkan kedalam konten 

video Youtuber dan menjadi viral. Hal ini dapat dipandang sebagai 

suatu bentuk perbuatan tercela yang mempertontonkan tindakan 

                                                             
 

12
 wikipedia.com, pengertian Youtube, https://id.wikipedia.org/wiki/Youtube, di 

akses tanggal 26 Februari 2020. Pukul 11.23 WITA. 
 13

 Ibid. 

 14 berita.com, pengertian video prank, https://www.berberita.com/apa-itu-prank-

text-chat-video-ini-arti-dan-contoh-ngeprank/ di akses tanggal 25 Februari 2020. Pukul 
19.30 WITA. Penulis mengubah beberapa kalimat tanpa mengurangi subtansi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://www.berberita.com/apa-itu-prank-text-chat-video-ini-arti-dan-contoh-ngeprank/
https://www.berberita.com/apa-itu-prank-text-chat-video-ini-arti-dan-contoh-ngeprank/
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penipuan pemesan terhadap ojek online, ditambah dengan 

diunggahnya video tersebut tanpa seizin pihak ojek online yang 

bertentangan dengan UU Hak Cipta.15 Selain itu, adapula video prank 

yang pura-pura mati dengan tujuan menjahili teman, kerabat, atau 

keluarga hingga mereka kaget dan pingsan.16 Selain itu, masih banyak 

contoh video prank yang marak terjadi di tengah masyarakat saat ini 

dan seolah hal tersebut sudah menjadi lumrah untuk dilakukan.  

 Berdasarkan fakta tersebut, video prank yang bebas diunggah oleh 

Youtuber merupakan karya sinematografi yang dilindungi oleh UU Hak 

Cipta dan Youtuber sebagai pencipta dapat memperoleh manfaat dari 

karyanya. Namun di sisi lain, video prank unggahan tersebut terkadang 

mengandung perbuatan tercela yang tidak layak untuk dipertontonkan 

ke khalayak umum.  

 Hal ini diperkeruh dengan tidak adanya perlindungan hak orang 

yang menjadi objek dalam konten dalam video tersebut. Banyak korban 

yang merasa nama baiknya tercemar akibat video yang beredar di 

media sosial Youtube yang dilakukan tanpa izin dari individu yang 

merupakan objek pada konten video tersebut.  

Media sosial Youtube telah membuat suatu perlindungan dalam 

bentuk “Kebijakan dan Keamanan” yang melarang masyarakat untuk 

                                                             
 

15
cnbcindonesia.com, “berita prank ojek online”, 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191202104600-37-119478/Youtuber-prank-order-
fiktif-ojol-itu-jahat-tak-manusiawi, di akses tanggal 25 Februari 2020. Pukul 19.31 WITA. 
 

16
Youtube.com, “video prank pura-pura mati”, 

https://www.Youtube.com/watch?v=tWEoSFsMIu4, di akses tanggal 25 Febriari 2020. 
Pukul 21.26 WITA. 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191202104600-37-119478/youtuber-prank-order-fiktif-ojol-itu-jahat-tak-manusiawi
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191202104600-37-119478/youtuber-prank-order-fiktif-ojol-itu-jahat-tak-manusiawi
https://www.youtube.com/watch?v=tWEoSFsMIu4
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mengunggah video ke Youtube dengan konten yang merugikan orang 

lain dan melanggar UU Hak Cipta.17 Kenyataannya, masih banyak 

video-video prank yang melanggar hak cipta dan merugikan 

masyarakat karena takut menjadi viral di media sosial. Oleh karena itu, 

dibutuhkan perlindungan hukum kepada para Youtuber dalam 

menciptakan kreasi sekaligus melindungi hak orang lain yang menjadi 

konten dalam video prank tersebut.   

Peneliti melihat isu hukum mengenai potensi pelanggaran hak cipta 

pada video prank yang merupakan karya sinematografi melalui 

penggunaan aplikasi media sosial Youtube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

17
 Youtube.com, Kebijakan Youtube, 

https://www.Youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines, di akses tanggal 
25 Februari 2020. Pukul 22.36 WITA. 

https://www.youtube.com/intl/id/about/policies/#community-guidelines
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap video prank yang 

diunggah di media sosial Youtube? 

2. Bagaimana peran dan pertanggungjawaban pihak Youtube, 

Youtuber, dan Kemenkumham RI terhadap video prank yang 

melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap video prank 

yang diunggah di media sosial Youtube. 

2. Untuk mengetahui peran dan pertanggungjawaban pihak Youtube, 

Youtuber, dan Kemenkumham RI terhadap video prank yang 

melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna dalam 

pengembangan  Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata dalam 

bidang Hak Cipta. 

b. Hasil Penelitian juga diharapkan sebagai landasan untuk 

penelitian lebih lanjut terhadap kajian mengenai Hak Kekayaan 

Intelektual khususnya Hak Cipta Sinematografi.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Diharapkan sebagai bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi 

masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian 

mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta 

Sinematografi.  

b. Diharapkan sebagai bahan yang dapat mengantisipasi 

pelanggaran Hak Cipta kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

industri perfilman yang berkaitan tentang hak cipta film. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait Analisis Terhadap Video Prank Yang Diunggah Di 

Media Sosial Youtube Ditinjau Dari Undang Undang Hak Cipta 

sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki 

kesamaan diantaranya: 

1. Judul; Perlindungan Hukum Pencipta Karya Sinematografi 

Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Situs Streaming Dan 

Unduh Gratis Di Era Revolusi Industri 4.0, disusun oleh Resti 

Dhyah P, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

tahun 2019, dalam skripsinya membahas tentang bagaimana 

perlindungan hukum bagi pencipta karya sinematografi terhadap 

pelanggaran hak cipta melalui situs streaming di era revolusi 

industri 4.0. Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus penulis 
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terhadap video prank yang diunggah di media sosial Youtube di 

tinjau dari UU Hak Cipta. 

2. Judul; Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada 

Pengguna Aplikasi Media sosial Bigo Live, disusun oleh A. Muh. 

Fharuq Fahrezha, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 

tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan 

hukum terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi di aplikasi 

Bigo Live. Perbedaan skripsi tersebut adalah titik fokus penulis 

terhadap video prank yang diunggah di media sosial Youtube 

ditinjau dari UU Hak Cipta. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian bertempat pada Sub Kekayaan Intelektual 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, 

sebagai organ pemerintah yang berwenang di Provinsi Sulawesi 

selatan.  

 

2. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

      Populasi dari penelitian ini adalah video prank yang 

diunggah oleh Youtuber Indonesia ke dalam media sosial 

Youtube yang berpotensi melanggar UU Hak Cipta dan 

menimbulkan kerugian terhadap orang lain. 

2. Sampel 

      Sampel dalam penelitian ini adalah video hasil unggahan 

Youtuber Indonesia di masyarakat yang berpotensi melanggar 

UU Hak Cipta. 

3. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

      Dalam penelitian ini, data primer yang dimaksud adalah 

data yang diperoleh dari sumber pertama.18 Pengumpulan 

                                                             
 

18
 Amiruddin & Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 30. 
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data primer dilakukan melalui wawancara dan mengirim 

kuisioner. Pihak yang menjadi narasumber dalam penelitian 

ini adalah pihak Youtuber, Sub Kekayaan Intelektual Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. 

 

2. Data Sekunder 

     Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang 

diperoleh secara tidak langsung dengan cara mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber dan mempelajari dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis 

angkat untuk memperoleh dasar teoritis dalam penulisan 

tugas akhir. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung 

melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 

disiapkan untuk memperoleh data dan informasi yang 

diperlukan. Dalam penelitian ini dilakukan penelusuran 

langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait 

dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. 
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2. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung atau peninjauan secara cermat di lokasi penelitian. 

3. Kuisioner, yaitu daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun 

sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam 

kuisioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci 

dan lengkap dan sudah menyediakan pilihan jawaban 

(kuisioner tertutup) atau memberikan kesempatan responden 

menjawab secara bebas (kuisioner terbuka). 

 

5. Analisis Data 

 Data yang diperoleh atau berhasil dikumpulkan selama 

proses penelitian, baik data primer maupun sekunder disajikan 

secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis data 

berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, 

dokumen-dokumen, dan hasil obsevasi. Dari hasil analisis ini, 

penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan 

tersebut untuk selanjutnya disusun dan disajikan dalam bentuk 

penulisan hukum. 
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BAB II 

HAK CIPTA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta 

1. Pengertian Hak Cipta 

  Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh St. Moh. Syah, 

pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai 

pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan 

pengertian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan 

dari istilah bahasa Belanda Auteurs Recht.19 

  Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu 

memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup 

oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari para pengarang saja, yang 

ada sangkut pautnya dengan karang mengarang, sedangkan istilah 

hak cipta itu lebih luas, dan isitilah itu juga mencakup tentang karang 

mengarang20. Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat 

dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 

yang mengatur: 

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara 
otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu 
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi 

                                                             
 19

 Ajip Rosidi, 1984, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang 
Awam, Jakarta: Djambatan, hlm.3. 
 

20
 H. OK. Saidin, 2006, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, PT. 

RajaGrafindo Persada, hlm.199. 
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pembatasan sesuai kententuan peraturan perundang-
undangan.21 

 
  Dalam bukunya, H. OK. Saidin memberikan perbandingan 

terhadap pengertian hak cipta.22 

  Yang pertama, berdasarkan Pasal 1 dalam Auteurswet 1912 

diatur, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang 

mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam lapangan 

kesusasteraan, pengetauan dan kesenian, untuk mengumumkan dan 

memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang 

ditentukan oleh undang-undang.23 

  Kedua, berdasarkan Universal Copyright Convention. Dalam 

Pasal V Universal Copyright Convention, diatur bahwa: “hak cipta 

meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan 

memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang 

dilindungi perjanjian ini.”24 

  Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketiga 

ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa ketiganya 

memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta merupakan hak 

khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Penjelasan 

lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif dari pencipta adalah tidak 

                                                             
 

21
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, Pasal 1 butir 1 
 22

 H. OK. Saidin, Op.cit, hlm.199 
 

23
 BPHN, 1976, Seminar Hak Cipta, hlm. 44 

 
24

 BPHN, Ibid, hlm. 45 
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ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut keculai 

dengan izin pencipta.25 

  Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang harus 

terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminologi hak cipta 

yaitu:26 

a. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan 

jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya. 

b. Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak yang 

lain (hak ekonomi). 

  Dalam hak cipta terdapat juga dua hak yang maknanya 

sama yang diungkapkan dalam pernyataan di atas, yaitu: 

a. Hak Moral  

 Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan 

perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki 

bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan 

seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitasnya yang 

bersifat pribadi.27 

 Hak moral dalam terminologi Bern Convention menggunakan 

istilah moral rights, yakni hak yang dilekatkan pada diri pencipta. 

Dilekatkan, bermakna bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan 

walaupun hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. 

                                                             
 25

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta, bagian Penjelasan Pasal 2 
 

26
  H. OK. Saidin, Op.cit, hlm.200 

 
27

  S.M. Hutagalung, Op.cit, hlm.333. 
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Hak moral dibedakan dengan hak ekonomi, jika hak ekonomi 

mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak 

memiliki nilai ekonomis. Kata “moral” menunjukkan hak yang 

tersembunyi dibalik ekonomis itu. Namun demikian, ada kalanya 

nilai hak moral itu justru memengaruhi nilai ekonomis.28 

 Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi 

atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta 

atau penemu. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak 

lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta atau 

penemu karena bersifat pribadi dan kekal. Sifat abadi 

menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, 

kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau  

penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu 

selama hidup bahkan setelah meninggal. Termasuk dalam hak 

moral adalah hak-hak yang berikut ini:29 

1) Hak untuk menuntut kepada pemegang hak cipta atau paten 

supaya nama  pencipta atau penemu tetap dicantumkan pada 

ciptaan dan penemuannya. 

2) Hak untuk  tidak untuk melakukan perubahan pada ciptaan 

atau penemuan tanpa persetujuan pencipta, penemu, atau 

ahli warisnya. 

                                                             
 

28
 H. OK. Saidin, Op.cit, hlm. 250. 

 
29

 Abdulkadir Muhammad, 2001, Op.cit, hlm. 22. 
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3) Hak pencipta atau penemu untuk mengadakan perubahan 

pada ciptaan atau penemuan sesuai dengan tuntutan 

perkembangan dan kepatutan dalam masyarakat. 

b. Hak Ekonomi 

Hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan 

yang bersifat ekonomi (Economic Rights). Adanya kepentingan-

kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, 

merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu 

bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir 

manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaanciptaan tersebut 

merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentujnya tidak 

berwujud.30 

 Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta adalah hak 

privat, hak keperdataan. Dalam hak keperdataan itu terdapat nilai 

yang dapat diukur sacara ekonomi, yaitu berupa hak kebendaan. 

Hak yang dapat dialihkan atau dipindahkan itu sekaligus 

memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem 

hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak 

kebendaan immateriil (benda tak berwujud).
31

 Dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak itu disebut 

hak ekonomi atau economy rigts. Hak ekonomi merupakan hak 

eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan 
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manfaat ekonomi atas Ciptaan.32 Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur 

bahwa:33 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak 
ekonomi untuk melakukan: 
a) Penerbitan Ciptaan;  
b) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;  
c) Penerjemahan Ciptaan;  
d) Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau 
Pentranformasian Ciptaan;  
e) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;  
f) Pertunjukan Ciptaan; 
g) Pengumuman Ciptaan; 
h) Komunikasi Ciptaan; dan 
i) Penyewaan Ciptaan. 

 

  Jenis hak ekonomi pada setiap klasifikasi hak kekayaan 

intelektual dapat berbeda-beda. Pada hak cipta jenis hak ekonomi 

lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak 

ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut:34 

1. Hak memperbanyak (penggandaan) adalah penggandaan atau 

penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, 

hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan 

menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, 

termasuk mengalihwujudkan ciptaan. 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
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 Abdulkadir Muhammad, 2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan 

Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 33 
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2. Hak adaptasi (penyesuaian) adalah penyesuaian dari satu ke 

bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa 

lain, novel jadi sinetron, patung dijadikan lukisan, dan drama 

pertunjukan dijadikan drama radio.  

3. Hak pengumuman (penyiaran) adalah pembacaan, penyuaraan, 

penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat 

apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan 

dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual, atau disewa oleh orang 

lain.  

4. Hak pertunjukan (penampilan) adalah mempertontonkan, 

mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan, ciptaan, 

dibidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, atau pragawati. 

2. Ruang Lingkup Hak Cipta 

a. Jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta 

 Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud 

asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan 

intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada 

ciptaan yang telah berwujud secra khas sehingga dapat dilihat, 

didengar atau dibaca.
35

 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

memberikan pengertian bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya 

di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan 
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atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk 

nyata36 

 Mengenai permasalahan ciptaan yang dilindungi, secara 

eksplisit dijelaskan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, selengkapnya 

ketentuan ini merinci beberapa bagian ciptaan yang dilindungi 

hak ciptanya, yakni:37 

1) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan 

semua hasil karya tulis lainnya;  

2) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;  

3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan;  

4) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  

5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim;  

6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, 

gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  

7) karya seni terapan;  

8) karya arsitektur;  

9) peta; 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
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10) karya seni batik atau seni motif lain;  

11) karya fotografi;  

12) potret;  

13) karya sinematografi;  

14) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, 

adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil 

transformasi; 

15) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau 

modifikasi ekspresi budaya tradisional;  

16) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 

dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;  

17) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi 

tersebut merupakan karya yang asli;  

18) permainan video; dan  

19) Program Komputer. 

 Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi tersebut dapat dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu ciptaan yang sifatnya asli (original) dan ciptaan 

yang bersifat turunan (derivative). Ciptaan yang bersifat original 

adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya sebagaimana yang 

diciptakan oleh pencipta, belum dilakukan perubahan bentuk atau 
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pengalihwujudan kedalam bentuk berbeda.38 Adapun jenis ciptaan asli 

terdiri dari:39 

a) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya; 

b) Seni tari (koreografi); 

c) Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni 

patung; 

d) Seni batik;  

e) Ciptaan lagu atau musik tanpa teks; dan 6. Karya arsitektur. 

 Ciptaan yang bersifat turunan derivatif adalah karya baru yang 

terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya.40 

Ciptaan turunan terdiri dari:41 

(1) Hasil rapat terbuka lembaga negara;  

(2) Peraturan perundang-undangan;  

(3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;  

(4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan  

(5) Kitab suci atau simbol kenegaraan. 

b. Karakteristik dan Prinsip Hak Cipta 

 Karakteristik pada hak cipta dapat ditemukan pada Pasal 16 

Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta, yaitu:42 
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1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. 

2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun 

sebagaian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. 

Wasiat; e. Perjanjian tertulis; atau f. Sebab lain yang 

dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. 

  Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan immateriil. 

Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dialihkan dengan 

akta otentik atau akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 19 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditentukan 

bahwa hak cipta yang dimiliki oleh pencipta yang tidak diumumkan 

yang setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya 

atau penerima wasiat, dan tidak dapat disita.43 

  Hak cipta mengandung beberapa prinsip dasar (basic 

principles) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan 

pengaturan hak cipta di semua negara, baik itu yang menganut Civil 

Law System maupun Common Law System. Beberapa prinsip yang 

dimaksud adalah:
44
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 
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 S.M. Hutagalung, 2002, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam 
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a) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. 

Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan 

hak cipta, maksudnya yaitu bahwa hak cipta hanya berkenaan 

dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat 

ditutunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip 

yang berada lebih rendah atau sub-principles, yaitu:  

(1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (original) utuk dapat 

menikmati hak-hak yang diberikan Undang-Undang Keaslian 

sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu 

ciptaan.  

(2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang 

bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk 

material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran 

belum merupakan suatu ciptaan.  

(3) Hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima 

hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya, hal 

tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh 

melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang 

hak cipta. 

3. Sifat Hak Cipta 

  Dalam lingkup hukum kekayaan intelektual, hak cipta 

dianggap sebagai hak kehendak yang tidak berwujud yang dapat 

dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui 
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pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian. Pengalihan melalu 

perjanjian dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi. 

Kepemilikan juga dapat dapat beralih karena sebab-sebab yang 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.45 

  Sesuai dengan konsepsi hak cipta, hak moral bersifat abadi 

dan melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi 

mengenal batas waktu, yaitu batas untuk menikmati manfaat 

ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa 

penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. 

Bila batas waktu berakhir, ketentuan monopoli juga berakhir. Status 

ciptaan dengan demikian menjadi public domain. Ini berarti, 

masyarakat bebas mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi.46 

  Hak cipta tidak memerlukan pendataran untuk mendapatkan 

perlindungan hukum, prinsip ini berasal dari konvensi Bern yang 

mengatur bahwa perlindungan hukum sebuah ciptaan tidak 

diperoleh karena sebuah pendaftaran melainkan telah diwujudkan 

dalam bentuk yang nyata. Meskipun pendaftaran bukanlah sebuah 

kewajiban, dalam praktik pendaftaran ciptaan terbukti sangan 

bermanfaat bagi para pencipta karena dapat dipergunakan sebagai 

alat bukti jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga.47 
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  Mengenai sifat dasar hak cipta maka perlu diketahui bahwa 

sifat dasar hak cipta  pada dasarnya hak cipta ini merupakan satu 

kekayaan intelektual dalam kondisi yang tidak berwujud (Intagible 

Right) dan sangat pribadi, sehingga orang lain yang akan 

mewujudkannya wajib mendapatkan izin atau lisensi dari 

pemegang hak ciptanya secara sah. 48 Maka dengan begitu maka 

sangat tidak diperbolehkan untuk menyalin ataupun membajak 

suatu karya ciptaan orang lain. 

4. Subjek Hak Cipta 

  Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang 

terpenting dalam hukum hak cipta, yang dimaksud pencipta harus 

mempunyai kualifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. 

Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk 

menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang 

membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.49 

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara 

bersama-sama yang dari inspirasinya lahir suatu ciptaan yang 

bersifat khas dan pribadi.50 

  Dalam konteks hukum yang dianggap pencipta adalah orang 

yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai 
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pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar 

dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi.51 

  Secara yuridis, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 4 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

membedakan terminologi antara pencipta dan pemegang hak cipta. 

Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, 

pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau 

pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak  yang 

menerima hak tersebut secara sah.52 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Sinematografi  

1. Pengertian Sinematografi 

Pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta 

menjelaskan bahwa: 

Karya Sinematografi adalah ciptaan yang berupa 
gambar bergerak (moving images) antara lain film 
dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang 
dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya 
sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita 
video, piringan video, cakram optik dan/atau media 
lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di 
bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. 
Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk 
audiovisual.   
 

 Selain itu sinematografi juga merupakan media komunikasi 

massa gambar gerak (moving image) antara lain meliputi: film 
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dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat 

dengan skenario, dan film kartun. Karya ini dapat dibuat dalam 

pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau 

media lainnya yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di 

bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media 

lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat 

film,station televisi atau perorangan.53 

2. Sinematografi Sebagai Objek Hak Cipta 

 Kata sinematografi sendiri berasal dari Bahasa Inggris 

cinematography yang asal katanya bersumber dari Bahasa Latin 

yaitu kinema yang artinya gambar. Dalam pengertian umum 

Sinematografi adalah segala hal mengenai sinema (perfilman) 

baik dari estetika, bentuk, fungsi, makna, produksi, proses, 

maupun penontonnya. Dunia sinematografi dalam hal ini 

menyangkut pemahaman estetik melalui paduan seni akting, 

fotografi, teknologi optik, komunikasi visual, industri perfilman, ide, 

cita-cita dan imajinasi yang sangat kompleks.54 

 Kata sinematografi tidak dapat terlepas dengan film, terkait 

sejarahnya dimana pertama sekali media penyimpanan dari karya 

sinematografi tersebut adalah memakai pita film (pita seluloid) 

yaitu sejenis bahan plastik tipis yang dilapisi zat peka cahaya. Alat 

inilah yang dipakai sebagai media penyimpan di awal 
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pertumbuhan industri sinematografi tersebut. Media penyimpanan 

(perekaman) itu sendiri kemudian berkembang mengikuti 

perkembangan teknologi seperti antara lain memakai cakram optik 

dalam compact disk (audio), video compact disc (audio dan 

visual).55 

 Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang 

dimaksud dengan karya sinematografi adalah:  

Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) 
antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film 
cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. 
Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, 
pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media 
lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di 
bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. 
Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk 
audiovisual. 
 

  Sedangkan yang dimaksud dengan film sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 

tentang Perfilman adalah karya seni budaya yang merupakan 

pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat 

berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan 

dapat dipertunjukkan. 56 Karya sinematografi dilindungi dalam Hak 

Cipta sebagai benda berwujud. Karya sinematografi memiliki jangka 

waktu perlindungan selama 50 tahun sejak pertama kali 

dipublikasikan. Film sebagai perwujudan akan karya sinematografi 
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merupakan objek perlindungan Hak Cipta pula. Dalam sinematografi 

yang merupakan pencipta karya adalah sutradara, sedangkan 

penulis cerita sebagai pencipta karya tulis. Produser film sebagai 

pemegang Hak Cipta karya sinematografi dan pemegang hak terkait 

dalam karya sinematografi meliputi aktor atau aktris serta crew film. 

Seluruh rangkaian pembuatan film terkait dengan objek Hak Cipta, 

termasuk soundtrack film, desain grafis, pameran film, dan iklan 

film.57 

C. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Video Prank Yang Diunggah Di 

Media Sosial Youtube 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya prank adalah perbuatan 

jahil kemudian perbuatan tersebut diwujudkan dalam sebuah video 

yang kerap merugikan orang lain.58 Berdasarkan hal tersebut, maka 

video prank dapat diartikan sebagai sebuah video yang dibuat oleh 

seseorang maupun kelompok dengan tujuan menjahili orang lain dan 

memungkinkan penggunanya mengunggahnya pada aplikasi media 

sosial Youtube. Video prank yang dimaksud adalah video yang 

menimbulkan kerugian dan video yang diunggah tanpa 

sepengetahuan korban sehingga menimbulkan pelanggaran hak cipta 

dalam video tersebut. 

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti membagi video prank 

menjadi dua jenis, yaitu video prank yang dibuat yang telah 
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mendapatkan izin dari para pihak dan video yang tidak mendapatkan 

izin dari para pihak. Izin dari para pihak yang dimaksud adalah para 

pihak yang terlibat dalam video tersebut seperti pembuat video atau 

Youtuber dan orang lain yang ada pada video tersebut. Orang lain 

selain Youtuber inilah yang sering menjadi korban dalam video 

tersebut. 

Selain itu peneliti menemukan persamaan pada dua jenis video 

prank, dimana kedua jenis video tersebut merupakan video yang 

sudah direncanakan melalui skenario atau settingan antara pihak 

Youtuber dan pihak lain yang mengalami kerugian. Video prank yang 

dibuat tanpa perencanaan yang baik, dimana pihak pembuat video 

bertujuan untuk menjahili orang lain tanpa sepengetahuan pihak 

korban, sehingga perbuatannya memberikan kerugian kepada pihak 

korban maupun masyarakat yang ikut menonton video yang telah 

diunggah di media social Youtube. 

Video prank sebagai salah satu hasil karya sinematografi telah 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta. Karya Sinematografi atau yang lebih dikenal dengan istilah film, 

merupakan bentuk dari seni audio visual yang timbul dari hasil 

pemikiran seseorang atau intelektualitasnya.59 Ide yang timbul 

kemudian dikembangkan, diproduksi, dan akhirnya menghasilkan 
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suatu karya nyata yang dapat dinikmati setiap orang sebagaimana 

diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m UU Hak Cipta: 

 Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: 60 

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya;  

b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;  

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim;  

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;  

g. karya seni terapan;  

h. karya arsitektur;  

i. peta;  

j. karya seni batik atau seni motif lain;  

k. karya fotografi;  

l. Potret;  

m. karya sinematografi;  

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional;  

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer maupun media lainnya;  

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli;  

r. permainan video; dan  

s. Program Komputer. 

 

 Dalam UU Hak Cipta menjelaskan definisi dari sinematografi yang 

merupakan ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) 

antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang 

                                                             
 

60
 Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. 
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dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat 

dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik 

dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di 

bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi 

merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual seperti film.61 Pasal 

40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan pasal yang 

menunjukan secara jelas bahwa karya sinematografi merupakan 

ciptaan yang dilndungi yang masuk dalam kategori ciptaan dalam 

bidang ilmu pengetahuan. Hal tersebut dijelaskan pada huruf (m). 

Melihat dari definisi tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 

Tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran diambil sebagai hukum yang menyangkut mengenai 

karya yang dilindungi oleh undang-undang. 

1. Perlindungan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta merupakan produk hukum yang mengatur mengenai hak cipta 

suatu karya dan bagaimana perlindungan suatu karya yang 

diciptakan. Pada Pasal 1 ayat 1 diatur bahwa:62 

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul 
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah 
suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 
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 62
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak 

Cipta, Pasal 1 ayat 1. 
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mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Dalam bukunya, H. OK. Saidin memberikan perbandingan 

terhadap pengertian hak cipta.63 

 Yang pertama, berdasarkan Pasal 1 dalam Auteurswet 1912 

diatur, hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari 

yang mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaanya dalam 

lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk 

mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat 

pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.64 

 Kedua, berdasarkan Universal Copyright Convention. Dalam 

Pasal V Universal Copyright Convention, diatur bahwa: “hak cipta 

meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan 

memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang 

dilindungi perjanjian ini.”65 

 Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh kedua 

ketentuan di atas, maka hampir dapat disimpulkan bahwa 

keduanya memberikan pengertian yang sama, yakni hak cipta 

merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang dimiliki oleh 

pencipta. Penjelasan lebih lanjut mengenai istilah hak eksklusif 

dari pencipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh 

memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta. 

                                                             
 63

 H. OK. Saidin, Op.cit, hlm.199 
 

64
 BPHN, 1976, Seminar Hak Cipta, hlm. 44 
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 BPHN, Ibid, hlm. 45 
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 Selanjutnya, ide dasar sistem hak cipta adalah untuk 

melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena 

kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku 

kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat 

dilihat, didengar atau dibaca. Apabila melihat pada penjelasan 

mengenai hak cipta dalam hal ini video prank pada media sosial 

Youtube yang merupakan fitur web yang menyediakan berbagai 

macam video yang tentunya merupakan sebuah karya 

sinematografi. 

Pasal 40 Ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan mengenai 

karya cipta yang dilindungi, dimana memenuhi dari penjelasan 

tersebut unsur-unsur dalam sebuah karya sinematografi sama 

dengan unsur-unsur pada  pembuatan video prank sehingga 

dapat dikatakan bahwa video prank merupakan karya 

sinematografi. Dalam perkembangannya, video prank yang 

diunggah di media sosial Youtube sangat bervariasi, mulai dari 

hanya sekedar hiburan semata maupun untuk mendapatkan 

keuntungan ekonomi dengan membuat video yang 

membahayakan orang lain sehingga ditonton oleh banyak 

pengguna Youtube.   

Pasal 3 huruf b Undang-Undang Hak Cipta mengatur 

tentang hak cipta dan hak terkait. Hak cipta telah dijelaskan 

secara jelas sebelumnya, kemudian hak terkait merupakan hak 
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eksklusif yang dimiliki pencipta, meliputi hak moral pelaku 

pertunjukan dan hak ekonomi pelaku pertunjukan yang diatur 

dalam pasal Pasal 20 Undang-Undang Hak Cipta. 

Proses pembuatan video prank yang diunggah di Youtube 

seringkali tidak memenuhi hak moral pelaku pertunjukan atau 

orang yang terlibat dalam video tersebut seperti target prank dan 

pemeran lainnya.  

 Berdasarkan fakta tersebut, peneliti berpendapat bahwa:  

a) Video prank yang diunggah di Youtube yang tidak memenuhi 

hak terkait yaitu hak pelaku pertunjukkan dimana dalam kasus 

ini target prank merasa dirugikan secara materil dan immateril 

adalah melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Hak 

Cipta. Akibatnya, pencipta konten video prank tidak berhak 

mendapatkan perlindungan hak cipta. 

b) Definisi karya sinematografi dalam UU Hak Cipta bertentengan 

dengan pengertian hak cipta itu sendiri, termasuk video prank. 

Secara normatif video prank adalah karya sinematografi yang 

harus dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-

Undang Hak Cipta. Namun, di sisi lain terdapat video prank 

yang merugikan orang lain yang melanggar ketentuan yang 

berlaku.  

Pendapat peneliti didukung oleh data hasil wawancara 

dengan Johan Komala Siswoyo, SH, yaitu seorang pejabat 
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Pelaksana Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan secara 

spesifik menyatakan bahwa video prank yang sengaja dibuat 

dengan membahayakan orang lain dan menimbulkan kerugian 

serta pengunggahannya sudah melanggar hak cipta maka video 

yang diunggah di media social Youtube tersebut tidak dapat 

dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta66. Beliau 

menambahkan bahwa, jika melihat dari definisi hak cipta yang ada 

pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta, suatu karya yang diciptakan harus memenuhi 

ketentuan perundang-undangan, sekalipun itu sebuah video yang 

diunggah tanpa sepengetahuan pihak yang di prank maka hal 

tersebut sudah melanggar, dan sebaiknya semua karya yang 

dibuat harus dengan izin agar hak moral dalam karya cipta 

tersebut tidak terganggu. 67 

 

2. Perlindungan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2009 Tentang Perfilman. 

 Aspek perlindungan terhadap video prank yang diunggah di 

Youtube juga dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pasal 1 Ayat (1) Undang-

                                                             
66

 Hasil wawancara dengan Johan Komala Siswoyo, JFU Pelaksana Sub Bidang 
Pelayanan KI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, tanggal 
10 Juni 2020 

67
 Ibid. 
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Undang Nomor 33 tahun 2009 tentang Perfilman, mengatur 

bahwa: 68 

Film adalah karya seni budaya yang merupakan 

pranata sosial dan media komunikasi massa yang 

dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau 

tanpa suara dan dapat dipertujukkan. 

 

Sehubungan dengan ketentuan pada pasal di atas, video 

prank yang diunggah di media sosial Youtube dapat dikategorikan 

sebagai suatu karya yang dibuat berdasarkan kaidah 

sinematografi atau film yang berdurasi pendek. Video prank 

berupa data elektronik, karena pada video tersebut terdapat suara 

dan gambar yang dapat dipertunjukkan melalui media sosial 

Youtube. Hal ini diperkuat dengan pendapat Johan Komala 

Siswoyo yang menjelaskan bahwa, video prank yang ditonton dari 

sosial media Youtube yang dikategorikan sebagai karya 

sinematografi disederhanakan oleh beliau dengan kata konten.
69

 

Berdasarkan elaborasi hasil penelitian di atas, dapat dilihat 

bahwa video yang diunggah ke media sosial Youtube sangat 

ketat. Youtube menegaskan bahwa proses pembuatan video dan 

pengunggahan harus dilakukan berdasarkan kebijakan dan 

keamanan yang telah dibuat.  

Pemberlakuan kebijakan dan keamanan Youtube tersebut juga 

sama dengan pemberlakuan ketentuan perlindungan video prank 
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69
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yang merupakan karya sinematografi yang dilindungi sebagai hak 

cipta. Hal ini juga sama dengan video prank sebagai film yang 

berdurasi pendek yang dilindungi dengan Undang-Undang 

Perfilman.  

3. Perlindungan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

tidak mengatur mengenai layanan penyiaran berbasis aplikasi 

media sosial. Menurut peneliti, video pada media sosial Youtube 

merupakan konten siaran, sehingga perlu diatur dalam Undang-

Undang tentang Penyiaran. Definisi siaran dan penyiaran telah 

diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) yang mengatur 

bahwa:70 

1. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam 

bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau 

yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat 

interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui 

perangkat penerima siaran. 

 

2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran 

melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi 

di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan 

spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, 

dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara 

serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan 

perangkat penerima siaran. 

 

                                                             
70

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 
Penyiaran, Pasal 1 butir 1 dan butir 2. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Judhariksawan yang 

merupakan mantan ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

bahwa secara spesifik dinyatakan bahwa siaran Youtube lebih 

tepat dikatakan menampilkan siaran bukan menyiarkan siaran 

karena aktivitas penyiarannya dilakukan bukan pada televisi dan 

radio melainkan media sosial.71 

Menurut peneliti, ketentuan pada Pasal 1 Ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang tentang Penyiaran juga mencakup video prank 

pada media sosial Youtube karena video Youtube merupakan 

objek siaran yang disiarkan melalui media social. Sedangkan 

melihat pengertian dari penyiaran, siaran melalui media sosial 

Youtube tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai penyiaran 

karena kegiatan siaran dapat diterima secara bersamaan oleh 

masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Siaran melalui 

media sosial Youtube tidak diterima secara bersamaan oleh 

masyarakat, kecuali pengguna Youtube mengikuti akun Youtuber 

(subscribe).  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

juga mengatur media penyiaran di Indonesia. Hal ini diatur pada 

Pasal 13 Ayat (1) yang mengatur bahwa:72 

Jasa penyiaran terdiri atas: 

                                                             
71

 A. Muh. Fharuq Fahrezha, Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta 
Pada Pengguna Aplikasi Media sosial Bigo Live, Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, 2017, hlm. 46. 
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a. Jasa penyiaran radio; dan  

b. Jasa penyiaran televisi 

 

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 Ayat (1) tersebut, 

media penyiaran yang telah diatur adalah hanya melalui radio dan 

televisi. Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar 

yang menyalurkan informasi dalam bentuk suara dan penyiaran 

televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang 

menyalurkan informasi dalam bentuk suara dan gambar.73  

Menurut peneliti, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum memadai dalam 

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Produk hukum ini 

butuh diperbaharui dengan memasukkan konten penyiaran 

melalui media sosial baik nasional maupun internasional, seperti 

Google dan Youtube sebagai jasa penyiaran untuk dilakukan 

pemilahan (filter) sebelumnya. Pemilihan yang dimaksud adalah 

kegiatan menyaring konten yang tidak layak dikonsumsi 

masyarakat mulai dari pornografi, SARA, dan hoax yang akan 

merugikan masyarakat. 
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 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang 
Penyiaran, Pasal 1 butir 3 dan 4. 


